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Pendahuluan 

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur melalui pembentukan Ibu Kota 

Nusantara (IKN) menandai babak baru dalam sejarah ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan 

Indonesia. Gagasan ini dilandasi oleh kebutuhan strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan 

antara wilayah barat dan timur Indonesia, mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus 

pusat ekonomi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan berkelanjutan. Landasan 

hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu Kota Negara yang kemudian 

disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Dalam kerangka hukum tersebut, 

pemerintah menetapkan model tata kelola IKN yang berbeda dari otonom lain, dengan menguskan Otorita 

ibu kota nusantara (Otorita IKN) sebagai lembaga pelaksana pembangunan dan penyelenggaraan 

pemerintahan diwilayah ibu kota baru [1]. 

Pembentukan Otorita IKN menghadirkan bentuk pemerintahan yang unik dalam sistem administrasi 

negara Indonesia. Otorita ini berstatus setingkat kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden, bukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana lazimnya pola hubungan antara pemerintah 

pusat dan daerah. Dengan demikian, Otorita IKN bukanlah pemerintah daerah dalam pengertian Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melainkan suatu lembaga ad hoc yang diberi 

kewenangan administratif, teknokratis, dan eksekutif dalam satu entitas kelembagaan. Posisi ini menjadikan 

otorita IKN sebagai entitas baru yang berada di antara dua rezim hukum: rezim administrasi pemerintahan 

pusat dan rezim pemerintahan daerah. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar dalam perspektid 

Hukum Administrasi Negara (HAN) terkait prinsip dasar distribution of power, mekanisme 

pertanggungjawaban, serta jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance di wilayah IKN. 

Dalam teori HAN, penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) mesnyaratkan tiga 

prinsip utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi public. Ketika prinsip tersebut berfungsi 

untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin agar setiap kebijakan public lahir dari proses 

yang demokratis serta berorientasi pada kepentingan masyarakat [2]. Namun, dalam konteks Otorita IKN, 

muncul kekhawatiran bahwa kekuasaan administrative yang begitu besar tidak diimbangi dengan 

mekanisme pengawasan politik di tingkatlokal tidak adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) di wilayah 

IKN membuat fungsi checks and balances menjadi lemah. Akibatnya, pengawasan terhadap kebijakan, 

anggaran, dan kinerja otorita sepenuhnya bergantung pada Presiden, yang secara structural berada dalam 

satu rantai komando dengan otorita itu sendiri. 

Selain ketiadaan lembaga pengawasan local, mekanisme pengangkatan pimpinan ororita IKN juga 

berpotensi menimbulkan deficit demokrasi. Kepala dan wakil kepala otoritas diangkat langsung oleh 

Presiden tanpa proses pemilihan, konsultasi public, atau partisipasi masyarakat local. Hal ini menimbulkan 

persoalan legitimasi karena pemimpin Otorita tidak memperoleh mandat politik dari warga yang akan 

mereka pimpin. Dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama asas 

partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/issue/view/54
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2714-7444
https://acopen.umsida.ac.id/
https://umsida.ac.id/


Academia Open 
Vol. 11 No. 1 (2026): June 

 DOI: 10.21070/acopen.11.2026.12986 

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). 

8 / 17 

 

 

Administrasi Pemerintahan, praktik tersebut dapat dipandang sebagai penyimpangan terhadap prinsip 

keterbukaan dan akuntabilitas publik. Defisit legitimasi demokratis ini berpotensi menimbulkan jarak antara 

pemerintah pusat dan masyarakat lokal, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan yang 

diterapkan di wilayah IKN [3]. 

Secara yuridis, otorita IKN memiliki kewenangan yang luas, mulai dari perencanaan tata ruang hingga 

inverstasi, yang tumpang tindih dengan kementrian pusat dan pemerintah daerah di Kalimantan Timur. 

Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik administrasi, kebingungan hukum, keterlambatan kebijakan 

serta ketidakpastian bagi investor dan masyarakat. 

Dari aspek hukum tata negara, posisi otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementrian tetapi 

menjalankan fungi daerah menimbulkan ambiguitas dalam system pembagian kekuasaan. Dalam struktur 

ketatanegaraan Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan hierarkis yang jelas 

berdasarkan asal desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan [4]. Otorita IKN tidak sepenuhnya 

mengikuti prinsip desentralisasi atau dekonsentrasi, sehingga akuntabilitas dan kontrol hukum, terutama 

terkait keuangan, pelayanan public, dan pelaporan pembangunan belum jelas, berisiko, menimbulkan 

maladministrasi dan pelanggaran rule of law. 

Secara sosiologis, keberadaan otorita IKN membawa implikasi penting terhadap relasi pemerintah 

dan masyarakat local pembangunan IKN yang berlangsung cepat dan massif membuat masyarakat adat serta 

penduduk setempat menjadi pihak yang paling merasakan dampak perubahan tata ruang dan kebijakan 

inverstasi. Namunm ketiadaan mekanisme representasi politik local seperti DPRD maupun forum konsultatif 

yang efektif membatasi ruang partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Minimnya 

keterlibatan publik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, konflik sosial, dan resistensi terhadap 

program pembangunan yang semestinya dilandasi prinsip inklusivitas serta keadilan sosial sebagaimana 

dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Berbagai persoalan tersebut menjadikan Otorita IKN sebagai contoh nyata tantangan reformasi tata 

kelola pemerintahan di Indonesia. Meskipun dirancang sebagai inovasi kelembagaan untuk mempercepat 

pembangunan nasional, desain yang sentralistik dan minim pengawasan demokratis menimbulkan keraguan 

mengenai kesesuaiannya dengan prinsip good governance dan demokrasi konstitusional. Kajian ini penting 

untuk memastikan tata kelolah otorita IKN sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi public, dan 

perlindungan hak masyarakat, sekaligus memperkaya studi hukum administrasi negara terkait kelembagaan 

baru ibu kota [5]. 

Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi 

pembuat kebijakan untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas, memperluas keterlibatan publik, serta 

mencegah konsentrasi kekuasaan administratif yang berlebihan. Dengan demikian, pembangunan IKN tidak 

hanya berfokus pada kemajuan fisik, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang demokratis 

dan berkeadilan. 
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Metode 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian 

terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kewenangan serta 

kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam system ketatanegaraan indoensia. Pendekatan 

normative dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menggambarkan kondisi empiris di lapangan, 

melainkan untuk menelaah dan menganalisis kesesuaian pengaturan hukum mengenai Otorita IKN dengan 

prinsip-prinsip good governance, demokrasi, dan hukum administrasi negara. Jenis pendekatan yang 

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah peraturan terikat 

seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Udang-Undang Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

serta konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep demokrasi, denetralisasi, dan pembagian 

kekuasaan (trias politician) yang menjadi dasar penilaian terhadap struktur Otorita IKN [6]. 

Hasil dan Pembahasaan 

A. Kedudukan dan Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem 

Ketatanegaraan dan Hukum Administrasi Negara 

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur berangkat dari kebutuhan strategis 

untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, mengurangi beban ekologis dan demografis Jakarta, serta 

mendorong pemerataan ekonomi nasional. Kebijakan ini sejalan dengan praktik di beberapa negara seperti 

Brasil dan Korea Selatan yang memindahkan ibu kotanya untuk tujuan pemerataan dan efisiensi 

administrasi.Secara konstitusional, pemindahan ibu kota dimungkinkan karena UUD NRI 1945 tidak 

menetapkan lokasi ibu kota secara eksplisit, sehingga penetappnya dapat dilakukan melalui undang-undang 

[7]. 

Pemindahan inu kota Indonesia diatur melalui UU NO. 2/2022 jo. UU No. 21/2023, yang sekaligus 

membentuk Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementrian, bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden, dan berada d luar rezim pemerintahan daerah. Secara konstritusional, pemindahan ini 

memungkinkan karena UUD 1945 tidak menetapkan lokasi ibu kota secara tegas. IKN resmi diumumkan 

Presiden pada 26 Agustus 2019. Dengan dasar hukum UU No. 3/2022 yang diubah UU No. 21/2023, 

menetapkan Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan khusus sekaligus pelaksana pembangunan 

ibu kota baru di Kalimantan Timur. 

Pasal 9 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Otorita IKN merupakan lembaga pelaksana 

persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus. Dengan 

demikian, Otorita memperoleh kewenangan atributif dan delegatif yang sangat luas, mulai dari pengaturan 

tata ruang, pertanahan, investasi, perizinan, perpajakan, penganggaran, hingga pengelolaan 

bencana.Kewenangan-kewenangan  ini  menjadikan  Otorita  menjalankan  hamper  seluruh  fungsi 
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pemerintahan daerah, sekaligus sebagian urusan pemerintahan pusat yang dilimpahkan melalui mekanisme 

delegasi [8]. 

Kewenangan atributif Otorita IKN diatur secara eksplisit dalam berbagai pasal, seperti Pasal 12 ayat 

(2) yang memberi wewenang pemberian perizinan dan investasi; Pada 15 ayat (4) tentang penyusunan 

rencana detail tata ruang; Pasal 16 ayat (4-8) tentang pengadaan tanah dan pengelolaan hak atas tanah; Pasal 

19 mengenai penganggulangan bencana; serta Pasal 24-25 yang memberikan otoritas untuk melakukan 

oemungutan pajak dan penyusunan anggaran. Sementara itu, kewenangan delegatif mencakup 32 urusan 

pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan kewenangan tertentu dari kementerian/lembaga 

yang dilimpahkan kepada Otorita. Ruang lingkup kewenangan ini menjadikan Otorita IKN sebagai lembaga 

yang menjalankan hampir seluruh fungsi pemerintahan daerah dan sebagian fungsi pemerintahan pusat 

sekaligus. 

Namun, perlu dicermati bahwa konfigurasi kewenangan yang sangat luas tersebut menimbulkan 

ambiguitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Otorita IKN memegang fungsi pemerintahan setingkat 

daerah, tetapi tidak dibentuk sebagai daerah otonom. Akibatnya, wilayah IKN tidak memiliki status sebagai 

kesatuan masyarakat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 

diatur dengan undang-undang. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa Otorita IKN bukanlahbadan hukum 

public yang memiliki kemandirian sebagaimana pemerintah daerah, melainkan lembaga administrative di 

bawah Presiden [9]. Dengan demikian, ia tidak memiliki legtimasi politik local karena tidak didukung oleh 

lembaga legistlatif daerah (DPRD) maupun mekanisme pemilihan kepala daerah secara demokratis. 

Dalam kontkes ketatanegaraan, keberadaan Otorita IKN juga menggeser paradgima pemerintahan 

daerah yang berbasis ekonomi. Otorita IKN tidak memiliki struktur legislatif daerah seperti DPRS, yang 

berarti fungsi representasi politik rakyat di wilayah IKN tidak dijalankan melalui mekanisme electoral. Hal 

ini berimplikasi pada lemahnya legtimasi demokratis terhadap kebijakan yang dibuat oleh Otorita. Secara 

teoritik, system pemerintahan daerah di Indonesia dirancang berdasarkan prinsip checks and balances 

antara kepala daerah dan DPRD. Ketika Otorita IKN tidak memiliki pasangan legistlatif, maka fungsi kontrol 

politik tersebut hilang, dan seluruh kewenangan berpusat pada satu lembaga administrative yang tinduk 

langsung pada Presiden. Hal ini mengindikasikan adanya sentralisasi kekuasaan yang bertentangan dengan 

semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 [10]. 

Secara konseptual, Otorita IKN lebih tepat dipandang sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat 

untuk mengelolah kawasan strategis nasional, bukan sebagai bentuk otonomi daerah baru. Dalam hal ini, 

kedudukan Otorita bersifat administratif dan teknokratis, bukan politis. Namun, jika lembaga ini diberi 

kewenangan membuat regulasi, memungut pajak, dan mengatur kepentingan public tanpa dasar kesatuan 
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masyarakat hukum, maka hal tersebut berpotensi melampaui batas konstritusional. Oleh karena itu, secara 

akademis perlu dilakukan penataan ulang terhadap desain kelembagaan Otorita IKN agar sesuai dengan 

prinsip-prinsip konstitusional, menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan bahwa tata 

kelola IKN tidak bertentangan dengan semangat desentralisasi dan demokrasi yang menjadi dasar sistem 

pemerintahan Indonesia pasca reformasi. 

Selain itu, dari perspektif hukum administrasi, status Otorita IKN sebagai lembaga yang memegang 

kekuasaan administratif secara penuh di satu wilayah tertentu berpotensi menimbulkan ketidakpastian 

hukum dalam penerapan prinsip tanggung jawab jabatan (ambtelijke verantwoordelijkheid). Karena tidak 

berada di bawah sistem pemerintahan daerah, mekanisme akuntabilitas Otorita hanya bergantung pada 

Presiden dan pengawasan internal pemerintah pusat. Padahal, salah satu prinsip dasar HAN adalah adanya 

pembatasan kekuasaan dan mekanisme kontrol eksternal. Dengan demikian, struktur kelembagaan Otorita 

IKN memerlukan pengaturan lebih lanjut agar tidak menimbulkan ketimpangan kewenangan dan 

kekosongan pengawasan hukum dalam praktik administrasi pemerintahan. 

B. Penerapan Prinsip Good governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Otorita IKN 

Konsep good governance merupakan prinsip universal yang menekankan pentingnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efektif, efisien, dan berorientasi 

pada kepentingan publik. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menjadi tolok ukur bagi terwujudnya 

pemerintahan yang bersih dan demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, setiap penyelenggara negara wajib melaksanakan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (AUPB), Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur 

dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi 

asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, 

keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik [11]. 

Setiap penyelenggara pemerintahan wajib menjadikan AUPB sebagai pedoman untuk memastikan 

kekuasaan digunakan proporsional, transparan, dan akuntabel. Bagi otorita IKN yang berstatus setingkat 

kementrian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Penerapan prinsip ini krusial karena 

kewenangannya luas dan strategis mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan ibu 

kota. Otorita IKN diharapkan menjadi model birokrasi modern yang efisien, berintegritas, dan menghormati 

hak warga. 

Namun, posisi yang berada di luar struktur pemerintahan daerah menyebabkan tantangan tersendiri 

dalam penerapan prinsip goog governance. Tidak adanya sturktur politik local seperti Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) menimbulkan kekosongan dalam mekanisme checks and balances, yang seharusnya 

menjadi salah satu pilar utama good governance [12]. Akibatnya, pengawasan terhadap kinerja Otorita lebih 
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bersifat vertical (oleh Presiden dan kemetrian terkait), bukan horizontal melalui mekanisme representasi 

rakyat. 

Otorita IKN memikul tanggung jawab besar atas anggaran, sumber daya, dan proyek strategis. 

Namun tanpa lembaga perwakilah rakyat daerah, akuntabilitasnya terbatas pada pengawasan internal 

eksekutif, berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, transparansi menjadi tantangan 

penting, menuntut keterbukaan informasi sekaligus partisipasi public dalam perumusan kebijakan 

Dalam praktik pemerintahan daerah, transparansi biasanya diwujudkan melalui forum rapat DPRD, 

pembahasan anggaran terbuka, serta konsultasi public. Namun dalam system Otorita, seluruh kebijakan 

ditetapkan melalui struktur administrative di bawah Presiden, tanpa mekanisme deliberative public. Hal ini 

berpotensi menciptakan kesan elitis dan tertutup dan terututp dalam pengambilan keputusan, terutama 

terkait kebijakan pertahanan, inverstasi, dan pengelolaan ruang, yang memilikidampak langsung terhadap 

masyarakat local dan lingkungan. 

Prinsip berikutnya adalah partisipasi publik, yang merupakan esensi dari pemerintahan demokratis. 

Partisipasi publik tidak semata diartikan sebagai konsultasi formal, melainkan keterlibatan substantif 

masyarakat dalam merumuskan kebijakan, memberi masukan, dan mengawasi pelaksanaannya. Dalam 

pembangunan IKN, masyarakat adat, komunitas lokal, dan penduduk terdampak memiliki hak untuk 

berpartisipasi aktif dalam setiap tahap perencanaan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa 

partisipasi sering kali bersifat prosedural dan formalistik, tidak sampai pada tahap deliberatif. Keterbatasan 

ini mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip inklusivitas yang merupakan fondasi good governance. 

Selain akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, prinsip efektivitas dan efisiensi juga menjadi 

indikator penting dalam menilai tata kelola Otorita IKN. Pemerintah memang beralasan bahwa model otorita 

dipilih untuk mempercepat proses pembangunan agar tidak terhambat oleh birokrasi daerah yang panjang. 

Namun, efisiensi administrative tidak boleh mengorbankan prinsip akuntabilitas dan partisipasi publij. 

Efisiensi harus diseimbangkan dengan due process of governance, yakni setiap keputusan administrative 

harus melalui prosedur yang sah, rasional, dan terbuka. Jika efisiensi dijadikan alas an untuk memusatkan 

kekuasaan, maka hal itu justru dapat melahirkan otoritarianisme teknokratis yang bertentangan dengan 

nilai-nilai birokrasi. 

Penerapan prinsip rule of law menjadi kunci good governance bagi otorita IKN, yang harus 

berlandaskan hukum positif dan tidak bertentangan dengan regulasi lebih tinggi. Struktur khusus Otorita 

menimbulkan pertanyaan yurisdiksi dan akuntabilitas, sehingga kebijakan dan keputusan administrative 

perlu diuji secara hukum melalui PTUN atau lembaga pengawas lain. Akibatnya, aspek akuntabilitas, 

transparansi, dan partisipasi public masih lemah, menciptakan kesenjangan antara desain normative dan 

praktik, serta risiko sentralisasi yang mengabaikan prinsip demokrasi dan keterbukaan. Oleh karena itu, 

diperlukan reformulasi kebijakan kelembagaan Otorita IKN yang menekankan pada keterbukaan informasi, 
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mekanisme pengawasan publik, dan forum konsultatif masyarakat agar penyelenggaraan IKN benar-benar 

sejalan dengan prinsip good governance dan Hukum Administrasi Negara yang demokratis. 

C. Defisit Demokrasi dan Implikasi terhadap Prinsip Checks and Balances dalam 

Tata Kelola Otorita IKN 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, format pemerintahan daerah ideal telah diatur secara 

eksplisit dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang 

masing-masing memiliki pemerintahan daerah.” Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan daerah harus berlandaskan asas otonomi dan desentralisasi demokratis. Otorita IKN dibentuk 

berdasarjan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang seharusnya mengatur daerah dengan kesatuan masyarakat 

hukum, padahal IKN merupakan wilayah baru tanpa basis social politik yang mapan. 

Penerapan Pasal 18B ayat (1) terhadap Otorita IKN menimbulkan persoalan konstitusional, karena 

melahirkan bentuk pemerintahan yang tidak memiliki legitimasi demokratis. Sesuai dengan sendi 

demokrasi, setiap pemimpin daerah semestinya dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dan disertai 

keberadaan lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal. Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa anggota DPRD 

dipilih oleh rakyat sedangkan Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. 

Pemerintahan daerah harus berbasis pemilu: penunjukan Kepada dan Wakil Otorita oleh Presiden tanpa 

pemilu menyimpang dari demokrasi. Prinsip trias politica Montesquieu tetap menjadi dasar supremasi 

hukum dan pemerintahan modern [13]. 

Dalam pandangan Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu 

kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing saling mengawasi dan mengimbangi 

(checks and balances). Penerapan teori ini di Indonesia diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, di mana pembagian kekuasaan diatur secara tegas untuk mencegah 

terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Namun, keberadaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang 

seluruh kepemimpinannya diangkat langsung oleh Presiden tanpa keterlibatan lembaga legislatif daerah 

menunjukkan adanya kecenderungan pemusatan kekuasaan eksekutif, sehingga melemahkan fungsi kontrol 

politik dan partisipasi rakyat. 

Ketidakhadiran lembaga perwakilan rakyat di wilayah IKN menciptakan kekosongan representasi 

politik. Dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis. DPRD berfungsi menyalurkan aspirasi warga, 

melakukan kontrol terhadap eksekutif, serta menjalankan fungsi legilasi daerah. Tanpa DPRD, warga IKN 

tidak memiliki saluran formal untuk menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan atau mengawasi 

pelaksanaan anggaran. Aspirasi warga IKN tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada DPR atau DPD di 

tingkat nasional karena keduanya tidak memiliki kedekatan teirotorial dan mandate representasi langsung 
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atas kepentingan masyarakat local. Dengan demikian, ketiadaan DPRD di IKN berpotensi memutus 

hubungan politik antara rakyat dan pemerintah setempat. 

Kekosongan representasi tersebut juga menimbulkan resiko distorsi partisipasi politik. Dalam system 

demokrasi, partisipasi politik merupakan syarat mutlak agar kebijakan public memiliki legtimasi social. 

Ketika warga tidak memiliki mekanisme representasi atau perwakilan yang efektif, partisipasi mereka 

terbatas pada tataran simbolik bukan substantif. Ketiadaan mekanisme kontrol politik membuat Otorita IKN 

berisiko bertindak sewenang-wenang, terutama karena kewenangannya luas dalam perizinan, tata ruang, 

pertanahan, dan investasi tanpa pengawasan legislative. Ahli tata negara, Bivitri Susanti, menilai model ini 

mirip Otorita era Orde Baru, lebih berorientasi ekonomi daripada demokrasi. Kepala dan Wakil Kepala 

Otorita yang ditunjuk langsung oleh Presiden mencerminkan pola top-down governance yang 

meminimalkan proses partisipatif dan mekanisme checks and balances [14]. Pola seperti ini memang 

mempercepat pelaksanaan proyek, tetapi mengorbankan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang 

merupakan fondasi pemerintahan yang baik. 

Kelemahan demokratis Otorita IKN juga tampak dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2022, yang mengatur masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita dapat diperpanjang tanpa batasan yang 

jelas. Dalam pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa “Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama lima tahun dan dapat diangkat kembali 

dalam masa jabatan yang sama,” Ketiadaan pembatasan masa jabatan merupakan anomali dalam sistem 

demokrasi karena membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik KKN (Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme). Dalam sistem pemerintahan modern, pembatasan masa jabatan merupakan 

mekanisme vital untuk menjaga sirkulasi kekuasaan dan mencegah dominasi individu atau kelompok 

tertentu dalam struktur kekuasaan negara. Oleh sebab itu, pengaturan yang terlalu longgar terhadap masa 

jabatan Otorita IKN dapat dianggap bertentangan dengan prinsip rule of law dan democratic accountability. 

Dalam teori demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui hak partisipasi politik 

dalam bentuk pemilihan langsung dan kebebasan menentukan pilihan terhadap wakil rakyat maupun kepala 

daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat 

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketika rakyat kehilangan hak untuk memilih 

pemimpinnya di tingkat lokal, maka prinsip dasar demokrasi mengalami degradasi. Oleh karena itu, 

keberadaan Otorita IKN yang mengabaikan mekanisme pemilihan umum kepala daerah serta lembaga 

perwakilan rakyat daerah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip demokrasi substantif, bukan 

sekedar penyimpangan administrative [15]. 

Dengan demikian, model tata kelola Otorita IKN yang meniadakan mekanisme electoral dan 

representasi politik daerah tidak hanya menimbulkan deifisit demokrasi, tetapi juga berpotensi mengarah 

pada praktik otoritarianisme administrative di tingkat local. Dalam negara hukum demokratis, kekuasaan 

harus berlandaskan kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan HAM. Oleh karena itu, pembentukan Otorita 
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IKN perlu dievaluasi agar sesuai Pasal 18 DAN Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dengan menegaskan lembaga 

perwakilan local, masa jabatan pimpinan, dan partisipasi public dalam kebijakan. Hanya dengan demikian, 

penyelenggaraan pemerintahan di IKN dapat selaras dengan prinsip good governance dan semangat 

demokrasi konstitusional. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedudukan dan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita 

IKN), dapat disimpulkan bahwa pembentukan lembaga ini menghadirkan model pemerintahan yang belum 

sepenuhnya sejalan dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan desentralisasi dan 

demokrasi konstitusional. Otorita IKN memiliki kedudukan unik karena berstatus setingkat kementerian 

dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun menjalankan fungsi pemerintahan yang 

seharusnya berada dalam kewenangan daerah otonom. Kewenangan atributif dan delegatif yang sangat luas 

tanpa mekanisme pengawasan politik daerah menimbulkan ambiguitas hukum dan risiko tumpang tindih 

kewenangan dengan kementerian maupun pemerintah daerah sekitar. Secara konstitusional, model 

kelembagaan ini belum mencerminkan prinsip distribution of power dan checks and balances sebagaimana 

dikehendaki oleh UUD NRI Tahun 1945, karena Otorita IKN tidak dilengkapi dengan lembaga perwakilan 

rakyat daerah maupun mekanisme akuntabilitas demokratis. Selain itu, penyelnggaraan pemerintahan oleh 

Otorita IKN juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip goog governance yang meliputi akuntabilitas, 

transparansi, partisipasi public, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum. Seentralisasi kekuasaan di 

tangan Otorita IKN menciptakan potensi deifisit demokrasi dan melemahkan partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan public, ketidakhadiran DPRD di wilayah IKN mengakibatkan hilangnya fungsi 

pengawasan horizontal dan representasi politik rakyat, yang secara teoritik bertentangan dengan konsep 

trias politica dan asas kedaulata rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap desain kelembagaan dan regulasi Otorita IKN agar 

selaras dengan prinsip negara hukum demokratis, dengan menegaskan mekanisme pengawasan publik, 

memperkuat transparansi, serta menjamin partisipasi rakyat dalam setiap proses penyelenggaraan 

pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. 

Implikasi praktis dari temuan ini menegaskan perlunya reformulasi desain kelembagaan dan regulasi 

Otorita IKN. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan publik, membuka akses transparansi 

yang lebih luas, serta menghadirkan bentuk representasi atau partisipasi rakyat yang terinstitusionalisasi 

agar penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara selaras dengan prinsip negara hukum 

demokratis. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya maju secara fisik, 

tetapi juga kokoh secara konstitusional dan legitimasi politik. 
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